
 

 

BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berpijak dari penjelasan yang sudah diuraikan diatas megenai prosedur 

pemungutan pajak hotel, maka penulis akan mengemukakan beberapa hal yang dapat 

disimpulkan, yaitu : 

1. Pajak hotel merupakan pajak atas pelayanan yang disediakan hotel. 

Pemungutan pajak hotel di Bapenda Kota Padang menggunakan sistem Self 

Assessment dimana Wajib Pajak menghitung pajak terutang sendiri dan 

melaporkan ke Bapenda dan dibayar ke bank persepsi yang bekerja sama 

dengan Bapenda. Tarif pajak hotel ialah 10 % dari omset yang didapatkan. 

Pada saat ini setiap wajib pajak hotel wajib memasang smart tax pada sistem 

transaksi pembayaran kemudian mengubungkan pada SOPD Bapenda secara 

online. 

2. Permasalahan yang dialami Bapenda dalam pemungutan pajak hotel ialah 

ketidakjujuran wajib pajak dalam transparansi omset, banyaknya travel agen 

yang harga jual dibawah harga patokan hotel,sehingga susah menentukan 

pajak yang diterima hotel karena adanya permainan antara travel dan wajib 

pajak hotel yg bersangkutan.dan rendahnya kesadaran wajib pajak hotel 

membayar perlu disadarkan dahulu, diberi teguran dan sanksi dahulu baru 

mematuhi peraturan. Belum pernah terjadinya penyitaan aset dikarenakan 

juru sita belum lengkap. 



 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan melakukan penelitian pada Badan Pendapatan Daerah Kota 

Padang mengenai prosedur pemungutan hotel, instansi tersebut sudah baik dalam 

melakukan pemungutan namun ada beberapa hal yang harus diperbaiki oleh Badan 

Pendapatan Daerah Kota Padang yaitu : 

1. Badan Pendapatan Daerah Kota Padang harus melakukan sosialisasi kepada 

masyarakat tentang penting nya membayar pajak hotel untuk meningkatkan 

pendapatan asli daerah guna pembangunan daerah. 

2. Diharapkan kepada petugas pajak lebih tegas dalam pemungutan pajak hotel 

terutama yang tidak membayar pajak terutangnya  

3. Badan Pendapatan Daerah Kota Padang harus lebih tegas dalam penyitaan 

dan dilengkapinya juru sita agar penyitaan aset bisa dilakukan 

4. Melakukan pengawasan secara berkala terhadap wajib pajak agar tidak 

adanya penyelewengan terhadap dana yang dipungut. 

 

 

 

 

 

 

 


